LEMBARAN, DAERAH ROTH PEMATANGSIANTAR
TA#UN 2012 HOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi
dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah ditetapkan 1 Januari 2012, namun
kesiapan Pemerintah Kota Pematangsiantar
dalam memenuhi sarana dan prasarana
untuk melaksanakan pengalihannya belum
sepenuhnya terpenuhi sehingga
pelaksanaan pengalihannya yang semula
ditetapkan 1 Januari 2012 baru dapat
dilaksanakan 1 Januari 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk  Peraturan  Daerah



Mengingat

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 192,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,



Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah  beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan



10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
1986 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah,



13.

14.

15.

16.

17.

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun
2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
147/PMK.07/2010 tentang Badan dan
Lembaga Perwakilan Internasional Yang
Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;

Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
148/PMK.07/2010 tentang Badan atau
Perwakilan Internasional Yang Tidak
Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pematangsiantar Nomor S Tahun



18.

19.

20.

21.

22.

1993 tentang Penghunjukan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan
Penyidikan Terhadap Pelanggaran
Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan
Pidana;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Diselenggarakan
Pemerintah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota
Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di
Kota Pematangsiantar;



23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di
Kota Pematangsiantar;

24.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

Dan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6),
diubah sebagai berikut :



Ketentuan Pasal 92 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 92
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 92

Dengan Diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka

segala Peraturan tentang Pajak Daerah Kota
Pematangsiantar dan Peraturan Pelaksanaannya yang
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar pada tanggal
diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
Dto

HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,

dto

DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN
2012 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR



II.

NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

UMUM

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor S-418/MK.7/2012 tanggal 29 Juni 2012
hal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013, dalam
poin (5) dijelaskan bahwa Pemerintah Kota perlu merubah
Pasal 92 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah berkaitan dengan tanggal
pengalihan PBB-P2 di Kota Pematangsiantar dari tanggal
1 Januari 2012 menjadi 1 Januari 2013.

Maka untuk menindaklanjutinya Pemerintah Daerah
perlu membentuk Peraturan Daerah Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pematangsintar Nomor 6 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal I
Cukup jelas



Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2012 NOMOR 7
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